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Abstrak: Politik Penamaan di Dalam Pelaporan Korporat Pascaim
plementasi Integrated Reporting. Penelitian ini bertujuan mengkaji 
perubahan dan menggali unsur politik pada pelaporan korporat di In
donesia pascaterlaksananya integrated reporting. Penelitian ini mene
rapkan metode analisis konten kritis pada integrated reporting, annual 
report, dan sustainability reporting pada beberapa perusahaan tahun 
20092018. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan pelaporan 
korporat yang bersifat semu. Walau perusahaan telah berhasil dalam 
menerapkan integrated reporting dengan kurun waktu 47 tahun, tidak 
menjamin bahwa pengadopsiannya dapat dilakukan secara kontinu. 
Oleh karena itu, pemegang saham selaku ‘penguasa tertentu’ selayak
nya menekan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan 
di masa depan.

Abstract: Politics of Naming in Corporate Reporting After Integrat-
ed Reporting Implementation. This study aims to examine changes and 
explore the political elements in corporate reporting in Indonesia after the 
implementation of integrated reporting. This study applies a critical content 
analysis method in integrated reporting, annual report, and sustainability 
reporting in several companies in 2009-2018. The results show a pseudo 
change in corporate reporting. Although all companies have succeeded in 
implementing integrated reporting with a span of 4-7 years, it does not 
guarantee that the adoption can be carried out continuously. Therefore, 
shareholders as ‘certain authorities’ should pressure the company to main-
tain the company’s sustainability in the future.

“When the words are played … It’s a ‘po-
litics of naming’ … It’s a game … [and] … 
The winners [are] [t]he powerful” (Irianto 

& Gaffikin, 2006).

Dalam  lingkungan bisnis yang semakin 
kompleks, IR menawarkan pelaporan korpo
rat yang holistik dan diharapkan dapat men
dukung pembuatan keputusan yang lebih 
baik, agar dapat memenuhi kebutuhan infor
masi dalam satu pelaporan untuk pemegang 
saham  (Higgins et al., 2019; Mas singham et 
al., 2019) serta untuk pemangku kepenting

an (Wulf et al., 2014). Adopsi IR diprediksi 
dapat memainkan peranan pen ting dalam 
menghasilkan pelaporan korporat, khusus
nya yang berkenaan dengan strategi perusa
haan, model bisnis, materialitas, dan value 
creation (Reverte, 2015). Akan tetapi, se
kelompok peneliti menemukan bahwa pada 
value creation sebagai esensi dalam IR dapat 
diungkapkan dalam AR dan SR, tidak harus 
dalam IR.  Metodologi ‘true value’ dalam IR 
yang disodorkan oleh KPMG (2014) bukan
lah ‘barang baru’ bagi perusahaan (Barter, 
2016; Coulson, 2016; Dosinta et al., 2018). 
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Ibarat old wine in the new bottle, nilai yang 
sudah tertanam dalam perusahaan kemudi
an dibingkai dalam bahasa lain yang mudah 
dipahami. Hal tersebut tentu saja meng
gelitik pemikiran bahwa apakah ‘true value’ 
tersebut hanyalah katakata yang tersusun 
rapi dalam implementasi IR akibat adanya 
tekanan pihak eksternal ataukah terdapat 
tekanan lainnya. 

IR juga dipercaya sebagai wujud pe
laporan korporat yang berkualitas tinggi. 
Kualitas pelaporan IR yang tinggi berpotensi 
menarik investor asing dan mendukung alir
an modal ke dalam suatu negara, sehingga 
secara tidak langsung mempengaruhi ke
sejahteraan ekonomi dan sosial. Implikasi
nya, beberapa perusahaan di negara Kolom
bia menggunakan International Integrated 
Reporting Framework (IIRF) dengan tujuan 
untuk mendukung ekspansi perusahaan, 
serta meningkatkan reputasi dan legitima
si (Macias & FarfanLievano, 2017). Selain 
itu, negaranegara, seperti Brazil, Mexico 
(Steenkamp, 2018), dan Afrika Selatan (Ba
nanuka et al., 2019), telah menetapkan IR 
sebagai mandatory dalam pelaporan korpo
rat. Di negara Afrika Selatan khususnya, 
penelitianpenelitian terdahulu menemukan 
paling tidak tiga motif yang mendasari peru
sahaan mengadopsi IR. Motif utama berupa 
kecenderungan perusahaan untuk mening
katkan reputasi dan legitimasi daripada 
akuntabilitas perusahaan (Steyn, 2014), se
dangkan motif yang kedua lebih bersifat se
remonial yang bertujuan untuk memperoleh 
legitimasi (Haji & Anifowose, 2017), serta 
motif yang terakhir bersifat simbolis (Setia et 
al., 2015; Veltri & Silvestri, 2015). Meskipun 
demikian, antusiasme negaranegara seperti 
di Benua Afrika dan Amerika Latin tersebut 
masih kurang berdampak dalam mendorong 
perusahaanperusahaan di Benua Asia un
tuk mengadopsi IR (Dumay et al., 2017). 
Hasil survei yang dilakukan oleh Adhariani 
& Villiers (2019) menunjukkan bahwa 48% 
dari total responden mendukung adopsi IR 
di negaranegara di dunia, termasuk nega
ra Indonesia, dan menjadikannya mandato-
ry. Akan tetapi, hasil penelitian dari Adams 
(2015) menyarankan agar status IR teta
plah bersifat voluntary, mengingat kurang 
berkembangnya bidang akuntansi pada pe
laporan dalam bentuk IR.

Hasil evaluasi IR pada pelaporan korpo
rat di negara Australia, yang dilakukan oleh 
Liu et al. (2019), masih menemukan ada
nya ketidaksesuaian pengungkapan korpo

rat dengan tolok ukur yang digunakan. Hal 
tersebut mencerminkan ‘gap’ antara IR yang 
diinginkan dalam IIRF dan Global Reporting 
Initiative (GRI) dengan praktik sebenarnya 
(Robertson & Samy, 2015; Stent & Dowler, 
2015; Stubbs & Higgins, 2014). Pada sisi 
lainnya,  Slack & Tsalavoutas  (2018) me
maparkan bahwa pelaporan dalam bentuk IR 
ternyata belum mampu menawarkan keung
gulan yang sama seperti yang diberikan 
oleh SR, di mana penekanan IR lebih pada 
pemegang saham, bukan pada pemangku 
kepen tingan sehingga IR dianggap tidak me
madai untuk mendorong keberlanjutan. Hal 
ini senada yang dipaparkan Flower (2015) 
dan Thomson (2015) justru mempertanya
kan International Integrated Reporting Coun-
cil (IIRC) selaku pihak yang memprakarsai 
IR tidak memberikan penekanan khusus 
pada keberlanjutan, bahkan berspekulasi 
bahwa kemung kinan SR akan menempat
kan beban yang terlalu besar pada perusa
haan. Argumen tersebut tentu menegaskan 
bahwa IR belum mengungkapkan kontribusi 
suatu organisasi terhadap transformasi ke
berlanjutan serta belum terlihat konektivi
tas dan konsekuensi dari tindakan entitas 
pada sistem sosial, ekonomi dan ekologi. Ti
dak mengherankan, Kannenberg & Schreck 
(2019) memaparkan bahwa dalam IR me
nyimpan keraguan menjadi ‘kutukan’ atau 
‘anugerah’ bagi kemajuan keberlanjutan pe
rusahaan.

Memasuki dasawarsa kedua imple
mentasi IR, pelaporan korporat mengalami 
kejenuhan dalam menyampaikan informa
siinformasi penting operasi perusahaan 
berbasis IR. Hal ini memicu perdebatan, 
bahwa apakah IR sudah kehilangan mo
mentumnya dalam ajang pelaporan korpo
rat ataukah terdapat pertimbangan yang 
lain. Namun, penjelasan ilmiah dan peneli
tian yang menitikberatkan topik diskusi ini 
masih dirasa kurang sehingga pemahaman 
mengenai arah perubahan pelaporan korpo
rat di Indonesia masih terasa minim. Di satu 
sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian 
tentang IR, AR, dan SR sangat banyak dipu
blikasikan selama ini. Namun, hasil peneli
tian lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat 
dari kelompok pendukung IR,  di antara
nya  Conway (2019), Cortesi & Vena (2019), 
Menicucci (2018), dan Tlili et al. (2019). Se
dangkan kelompok pengritik IR di antaranya 
Adams (2015), Dosinta et al. (2018), Flower 
(2015), dan Thomson (2015). Oleh karena 
itu, timbul ‘pengotakan’ pemikiran. Di sisi 
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lain, praktik pelaporan korporat di Indonesia 
mengalami fenomena anomali yang menyi
sakan pertanyaan berkenaan IR selaku pe
laporan korporat yang mungkin terjadi peru
bahan semu.  Kondisi ini jelas lebih menarik 
untuk dikaji mengingat penelitian sebelum
nya belum mengkaji fenomena anomali pe
laporan korporat. Sementara itu, penelitian 
terdahulu telah mengevaluasi dan memberi
kan pembahasan tentang implementasi IR 
dari berbagai sudut pandang teoritik, seperti 
dari sudut pandang teori legitimasi, terdapat 
penelitian oleh Beck et al. (2015), Bommel 
(2014), Setia et al. (2015), dan Villiers et al. 
(2014),  yang kemudian dilanjutkan oleh 
Haji & Anifowose (2016), dari teori stake-
holder oleh  Wulf et al. (2014), dan teori in
stitusional oleh Adams et al. (2016), Chariri 
(2019), dan Fuhrmann (2019). Namun, pe
nelitianpenelitian tersebut belum mengkaji 
secara khusus perubahan pelaporan korpo
rat yang sebelumnya mengadopsi IR. 

Berpijak pada rerangka konsep institu
sional, penelitian ini bertujuan untuk meng
kaji perubahan pelaporan korporat yang se
belumnya telah berhasil melaporkan dalam 
bentuk IR dan mengkaji lebih lanjut AR dan 
SR perusahaanperusahaan tersebut setelah 
tidak lagi menerapkan IR. Maka, penelitian 
ini berfokus pada perusahaan di Indonesia 
yang sebelumnya telah berhasil menerapkan 
IR, tetapi memilih untuk tidak lagi menerap
kan IR, seperti PT Timah, PT Pertamina EP, 
dan PT Elnusa. Singkatnya, perusahaanpe
rusahaan tersebut mengalami anomali pe
laporan korporat. Analisis penelitian ini juga 
berusaha untuk mencari jawaban untuk 
pertanyaan mengapa PT Timah dan PT Elnu
sa yang telah mencapai keberhasilan dalam 
menerapkan IR dengan berpedoman salah 
satunya pada GRI, sedangkan PT Pertami
na EP dengan berpedoman salah satunya 
pada IIRF dan GRI, kemudian ketiga peru
sahaan memilih untuk ke AR dan SR yang 
berpedoman salah satunya dengan GRI. 
Oleh karena itu, kajian penelitian ini penting 
dilakukan mengingat tinggal segelintir peru

sahaan di Indonesia yang masih menerapkan 
IR serta sampai kapan perusahaan tersebut 
akan bertahan. Penelitian ini berkontribusi 
secara akademis dalam memberikan gamba
ran mengenai wajah perubahan pelapor an 
korporat di Indonesia yang dapat dija dikan 
re ferensi bagi penelitian berikutnya dan 
menjadi fondasi teoritis dalam rangka evalu
asi implementasi IR di Indonesia. Sementara 
itu, dari segi praktis, penelitian ini membe
rikan gambaran wujud perubahan pelapor
an korporat beserta substansinya kepada 
pemegang saham dan pemangku kepen
tingan serta memberikan masukan kepada 
perusahaan yang berkeinginan untuk men
transformasi pelaporan korporatnya.

METODE  
Penelitian ini menggunakan metode 

analisis konten berdasarkan kodifikasi yang 
dikembangkan oleh Liu et al. (2019) dan 
didukung kajian secara kritis. Relevansi il
miah penelitian penggunaan analisis konten 
sebagai metode dalam pemeriksaan pelapor
an korporat terletak pada prosedur pengum
pulan, analisis, dan penafsiran data (Liao et 
al., 2017; Trilling & Jonkman, 2018) dengan 
didominasi oleh  aspek keberlanjutan yang 
ditunjukkan dalam pelaporan perusahaan 
(Owen, 2013). Untuk mendukung analisis 
konten, kajian perubahan pelaporan kor
porat dilakukan secara kritis. Hal tersebut 
memiliki keunggulan, seperti mampu me
maknai nilainilai yang didasari oleh sarat 
berbagai kepentingan sehingga menampil
kan keunikan (Efferin, 2015; Modell, 2015; 
Sriwenarti & Triyuwono, 2010), mampu 
mengakomodasi cara pandang yang berbe
da, melalui lensa objektivitas dan subjekti
vitas (Djamhuri, 2011; Sudarma, 2010), ber
juang untuk menyampiakan temuan secara 
lebih menyeluruh, serta menghindari pola 
pemikiran yang terlalu “deterministik dan 
reduksionistik” (Mulawarman, 2010; Seti
awan, 2011), dan akan berkontribusi dengan 
penekanan pada penjelasan kritis (Modell, 
2017). Selain itu, dalam kajian kritis, peneliti 

Tabel 1. Data Pelaporan Korporat

Perusahaan IR AR SR Total
PT Timah 7 3 3 13
PT Pertamina 
EP

5 5 2 12

PT Elnusa 4 6 2 12
Total 16 14 7 37
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perlu membongkar pelaporan korporat yang 
sudah diterapkan, menggali pemahaman 
yang terselubung dalam tampil an wajah pe
laporan korporat dengan teori yang relevan, 
kemudian memperhatikan proses terjadi
nya perubahan pelaporan korporat secara 
saksama. Selanjutnya peneliti mencermati 
pola keterkaitannya dan akhirnya memper
timbangkan pencapaian masa lalu untuk 
memprediksi  segala kemungkinan perubah
an pelaporan korporat di masa yang akan 
datang, sehingga dapat menyelenggarakan 
perubahan pada pelaporan korporat yang 
lebih baik (Witono, 2016).

Analisis konten dalam penelitian ini 
menggunakan informasi yang diungkapkan 
dalam pelaporan korporat. Data yang digu
nakan berasal dari pelaporan korporat pe
rusahaan, meliputi IR, AR, dan SR selama 
periode pengamatan 20092018. Penelitian 
ini memilih PT Timah, PT Pertamina EP, dan 
PT Elnusa dengan pertimbangan ketiga pe
rusahaan ini menaruh perhatian pada IR 
minimal selama 3 tahun berturutturut yang 
terungkap melalui pernyataan ke publik di 
laman resmi masingmasing perusahaan. 
Pertimbangan lainnya berupa ketiga peru
sahaan pada tahun 2018 beralih menerap
kan AR dan SR, tidak lagi menerapkan IR. 
Analisis data dalam penelitian ini berjumlah 
tiga puluh tujuh data yang disajikan pada 
Tabel 1. Paragraf yang menyajikan informasi 
berkenaan dengan kodifikasi yang dilakukan 
merupakan unit analisis dalam penelitian ini 
(Liu et al., 2019). Keunggulan pengukuran 
unit analisis menggunakan paragraf terletak 
pada pemaknaan, karena simpulan yang di
tarik dari pernyataan naratif lebih tepat di
gunakan daripada hanya berasal dari sejum
lah katakata (Davis & Bisman, 2015). 

Metode analisis konten dalam pene
litian ini melewati tiga tahapan. Pertama, 
penelusuran paragraf dengan tujuan untuk 
pengidentifikasian berdasarkan kodifikasi 
yang dikembangkan dari penelitian Liu et 
al. (2019). Kodifikasi tersebut disajikan pada 
Tabel 2, lebih unggul karena kategori peng
ungkapan mengoperasionalkan  IIRF yang 
disesuaikan dengan GRI sehingga pedoman 
GRI yang ada tidak hanya terbatas pada pe
ngungkapan indikator informasi lingkung
an dan sosial, tetapi juga diperluas ke tata 
kelola organisasi dan keberlanjutan. Kedua, 
untuk memastikan adanya perubahan semu 
dalam pelaporan korporat, penelitian ini 
melakukan analisis terhadap cakupan pe
laporan yang terdapat dalam AR dan SR yang 
selaras dengan IIRF dan GRI. Elemen konten 
untuk analisis cakupan disajikan pada Ta
bel 3. Ketiga, untuk mendapatkan simpulan 
teori dari data, analisis konten berdasarkan 
kodifikasi dilakukan secara berulangulang 
(Covaleski et al., 2013) sebagaimana yang 
disarankan oleh Elliot (2016).

Dalam proses penjaringan data lang
kah pertama adalah identifikasi unit anali
sis yang berupa paragraf berkenaan dengan 
capitals, elemen konten, prinsip pedoman, 
dan materialitas yang terdapat dalam IR, AR 
dan SR. Langkah berikutnya berupa pemak
naan paragraf tersebut. Untuk memastikan 
tingkat reliabilitas dan validitas temuan yang 
memadai, kedua peneliti menginvestigasi be
berapa permasalahan penelitian dalam wak
tu yang sama (Anney, 2014) guna mencapai 
kesamaan atas jawaban dari permasalahan 
penelitian. Upaya investigator triangulation, 
yang meliputi kesamaan hasil kodifikasi da
lam waktu yang sama (Karlsson & Sjøvaag, 
2016) juga diterapkan dengan melibatkan 

Tabel 2. Checklist dalam Kategori Pengungkapan

Kategori Pengungkapan Uraian Kategori Pengungkapan
Capitals Capitals mewakili stock of value yang digunakan se

bagai input oleh organisasi dan juga stock of va lue 
yang dikeluarkan oleh organisasi melalui model bisnis. 

Elemen Konten Elemen konten menyajikan panduan untuk informasi yang ter
masuk dalam IR dan terhubung satu dengan yang lainnya.

Prinsip Pedoman Prinsip pedoman diperkenalkan IIRC yang termasuk dalam IIRF 
guna mendukung praktik IR dalam organisasi secara keseluruhan.

Tingkat Materialitas Materialitas mengacu pada halhal yang memiliki efek ak
tual guna menghasilkan value creation pada organi
sasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sumber : Liu et al. (2019)
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analis independen agar didapatkan konsis
tensi hasil analisis yang lebih tinggi serta 
meminimalkan subjektivitas. Walaupun ke
beradaan analis independen untuk memak
simalkan objektifitas penelitian, jika terjadi 
perbedaan, kedua peneliti bersama analisis 
independen melakukan diskusi untuk me
nentukan hasil pemaknaan secara tepat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjalanan IR pada PT Timah, PT Per

tamina EP, dan PT Elnusa. Praktik voluntary 
disclosure IR telah mendapatkan momentum 
sejak pembentukan IIRC pada tahun 2010 
oleh dua organisasi pemerhati pelaporan ke
berlanjutan yaitu Proyek Prince’s Accounting 
for Sustainability (A4S) dan GRI (Feng et al., 
2017; Villiers et al., 2014) serta momentum 
tersebut juga terasa sampai di Indonesia. Hal 
tersebut terlihat jelas pada upaya PT Timah 
yang mulai penerapan IR pada tahun 2010, 
tatkala pola pelaporan pada tahun 2009 
masih berbentuk AR dan SR, dapat dilihat 
pada Tabel 4. Berbeda dengan PT Timah, 
PT Pertamina EP baru mulai menyajikan IR 
yang berdasarkan pedoman BAPEPEM, GRI 
G3 ke publik pada tahun 2012 dan secara 
bertahap, mengadopsi pedoman POJK, ser
ta GRI G4 dan IIRF pada tahun 2014. Begi
tu juga de ngan PT Elnusa, perusahaan ini 
menyajikan laporan berbasis IR pada tahun 

2014 dengan menggunakan pedoman POJK, 
GRI G4. Sa yangnya, pada tahun 2017 ketiga 
perusahaan ini menunjukkan kecenderung
annya untuk meninggalkan IR dan beralih 
sepenuhnya ke penyajian laporan berbasis 
AR dan SR pada tahun 2018.

Kondisi anomali pelaporan demikian 
tentu saja menimbulkan pertanyaan me
ngenai keseriusan perusahaan pada awal 
pengadopsian IR. Sebagai tahap awal pene
litian melalui penelusuran paragraf, terlihat 
dari hasil kodifikasi dari elemen konten, te
patnya pada dasar penyajian dan persiap an, 
disebutkan bahwa dalam penyusunan IR ke
tiga perusahaan menunjukkan upaya yang 
serius dalam melibatkan pemangku kepent
ingan. Sebagai contoh, PT Timah mengung
kapkan bahwa: 

“…dalam menyusun laporan ter
integrasi ini, Perseroan mengikut
sertakan pemangku kepentingan 
untuk mendapatkan hasil yang 
lebih menyeluruh. Dengan me
libatkan pemangku kepentingan, 
Perseroan bisa mendapatkan kri
tik dan masukan yang konstruk
tif untuk perbaikan kinerja di 
waktuwaktu mendatang. Selain 
itu, PT TIMAH (Persero) Tbk juga 
memiliki kesempatan untuk me

Tabel 3. Elemen Konten dan Prinsip Pedoman IR serta Pedoman GRI G4

IR Framework – Content Elements G4 Guidelines
Strategi Model Bisnis dan Alokasi Sumber Strategi dan analisis
Overview Organisasi dan Lingkungan Eksternal Profil Organisasi
Risiko dan Kesempatan Identifikasi Aspek dan Batasan Material
Hubungan Pemangku Kepentingan (Prinsip) Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Dasar Persiapan dan Penyajian Profil Laporan
Tata Kelola Perusahaan Etika dan Integritas
Outlook Kinerja Manajemen dan Kinerja sehubungan dengan 

Aspek Material
IR Framework – Guiding Principles
Fokus Strategi dan Orientasi Masa Depan Konteks Keberlanjutan
Materialitas dan Ringkasan Materialitas
Kelengkapan Kelengkapan
Hubungan Pemangku Kepentingan Inklusivitas Pemangku Kepentingan
Reliabilitas Reliabilitas, Ketepatan Waktu, Akurasi, dan 

Seimbang
Dapat Dibandingkan dan Konsistensi Dapat Dibandingkan dan Kejelasan
Konektivitas Informasi

Sumber : Diadaptasi KPMG (2014)
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ngetahui harapan para pemangku 
kepentingan kepada Perseroan. 
Oleh karena besarnya manfaat 
yang dipetik, keterlibatan dan ko
munikasi dua arah antara Perse
roan dan pemangku kepentingan 
ini akan dilakukan dan menjadi 
model penyusunan laporan beri
kutnya” (PT Timah, 2016: 61).

Berdasarkan hasil penelusuran kodi
fikasi dari elemen konten, khususnya pada 
dasar penyajian dan persiapan, terlihat 
keseriusan PT Pertamina EP dan PT Elnusa 
dalam mengadopsi IR. Hal ini juga terlihat 
pada Laporan IR perusahaan pada tahun 
2016 dengan menunjukkan langkahlang
kah yang telah ditempuh perusahaan sela
ma ini. 

“Laporan Tahunan Terintegrasi se
belumnya telah kami sampaikan 
pada Rapat Umum Pemegang Sa
ham Tahunan” (PT Elnusa, 2016: 
5).

“Penetapan isi laporan didasarkan 
pada prinsip pelibatan pemangku 
kepentingan (stakeholders inclu-
siveness)... (yang) sesuai (dengan) 
pedoman penulisan laporan ke
berlanjutan GRI G4. Hasil FGD 
dilaporkan kepada Sekretaris Pe
rusahaan selaku pejabat senior 
Perusahaan guna mendapatkan 

persetujuan atas informasi kinerja 
keberlanjutan yang disampaikan 
dalam Laporan” (PT Pertamina EP, 
2016: 65).

Untuk menjamin kontinuitas pelaporan 
IR, Dumay & Dai (2017) menegaskan bah
wa perusahaan perlu menyatukan informa
si berbasis nonkeuangan untuk melengkapi 
data keuangan dalam pelaporan korporat
nya yang disertai dengan perubahan struk
tural dan budaya pelaporan dalam pengam
bilan keputusan. Namun, pelaporan ketiga 
perusahaan dalam kurun waktu 47 tahun, 
terhitung sejak tahun pertama adopsi IR, 
memperlihatkan bahwa tidak terdapat upa
ya untuk menyatukan kedua informasi yaitu 
data keuangan dan informasi nonkeuangan 
dalam pelaporannya, baik yang berbasis IR 
maupun yang telah beralih ke AR dan SR. 
Tentu saja hal tersebut menggelitik pe
mikiran, apakah hal tersebut merupakan 
cerminan perubahaan struktural dan bu
daya pelaporan yang tidak berhasil, ataukah 
terdapat alasan mendasar lainnya di balik 
semua peristiwa dalam perubahan pelapor
an korporat. 

Beranjak dari IR ke AR dan SR. Se
tiap perubahan dalam organisasi biasanya 
bermuara pada pengembangan pelaporan 
korporat yang baru. Lewat interaksi dengan 
para pemangku kepentingan, perusahaan 
mendapatkan input untuk pola pelaporan 
yang diharapkan dan pada saat itu pula, 
perusahaan mendapatkan legitimasi un

Tabel 4. Matriks Pelaporan Korporat PT Timah, PT Pertamina EP, dan PT Elnusa

Tahun PT Timah PT Pertamina EP PT Elnusa Total
2009 AR BAPEPAM AR BAPEPAM AR BAPEPAM 4

SR GRI G3
2010 IR  BAPEPAM, GRI G3 AR BAPEPAM AR BAPEPAM 3
2011 IR  BAPEPAM, GRI G3 AR BAPEPAM AR BAPEPAM 3
2012 IR  BAPEPAM, GRI G3 IR  BAPEPAM, GRI G3 AR BAPEPAM 3
2013 IR  BAPEPAM, GRI G4 IR  BAPEPAM, GRI G4 AR BAPEPAM 3
2014 IR  POJK, GRI G4 IR  POJK, GRI G4, IIRF IR  POJK, GRI G4 3
2015 IR  POJK, GRI G4 IR  POJK, GRI G4, IIRF IR  POJK, GRI G4 3
2016 IR  POJK, GRI G4 IR  POJK, GRI G4, IIRF IR  POJK, GRI G4 3
2017 AR POJK, ARA AR ARA IR  POJK, GRI G4 6

SR GRI G4 SR GRI G4 SR POJK, GRI G4
2018 AR POJK, ARA AR ARA AR POJK, ARA 6

SR GRI G4 SR GRI G4 SR POJK, GRI G4
Total 13 12 12 37
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tuk deinstusionalisasi pola pelaporan yang 
lama dan memulai tahapan preinstitusion
alisasi praktik pelaporan yang baru (Arroyo, 
2012). PT Elnusa, contohnya, mengawali 
proses preinstitusionalisasi dengan menya
jikan SR untuk mendampingi IR  pada tahun 
2017, yang kemudian melepaskan IR secara 
penuh pada tahun 2018 dengan menerbit
kan AR dan SR. Proses transisi seperti ini 
terasa lebih mulus (smooth) dan membuat 
pemangku kepentingan lebih siap untuk 
menerima bahwa pada tahun berikutnya 
perusahaan akan menerapkan AR dan SR. 
Sementara itu, proses preinstitusionalisa
si tidak terlihat secara jelas pada PT Timah 
dan PT Pertamina EP karena kedua perusa
haan ini langsung menerapkan AR dan SR 
tanpa melewati proses preinstitusionalisasi 
dengan SR pada tahun 2017.

Celah terjadinya deinstusionalisasi IR 
pada ketiga perusahaan terletak pada ‘gap’ 
antara IR yang diinginkan dalam IIRF dan 
GRI dengan praktik sebenarnya (Robertson 
& Samy, 2015; Stent & Dowler, 2015; Stubbs 
& Higgins, 2014). Berdasarkan laporan Liu 
et al. (2019) masih terdapat ketidaksesuaian 
antara pengungkapan korporat di Austra
lia dan tolok ukur normatif yang terdapat 
dalam IIRF dan GRI G4. Ditinjau dari hasil 
kodifikasi overview organisasi dan lingkung
an dalam IR dan SR PT Elnusa tahun 2017 
yang berdasarkan kodifikasi elemen konten, 
terdapat penekanan khusus dalam laporan 
pada aspek keberlanjutan (lihat Tabel 5). 
Penekanan ini berupa pembahasan yang 
lebih detail berkenaan topik keberlanjutan 
tersaji dalam SR PT Elnusa, yang terpisah 
dari IR. Keteguhan perusahaan untuk tetap 

Tabel 5. Pengungkapan Kinerja Perusahaan dalam Konteks Keberlanjutan

Pengungkapan PT Timah PT Pertamina EP PT Elnusa
D i u n g k a p 
kan dalam IR 
Tahun 2016

“Data dan informasi yang 
disajikan dalam lapo
ran ini, seperti telah di
sampaikan sebelumnya 
berkaitan dengan tidak 
hanya Perseroan saja teta
pi juga termasuk entitas 
anak Perusahaan dan 
pihak lain yang teriden
tifikasi signifikan mem
pengaruhi kinerja keber
lanjutan Perseroan yaitu 
pemasok dan distributor” 
(PT Timah, 2016: 67).

“Sebagai laporan yang 
terintegrasi, laporan 
ini memadukan lapor
an keuangan dengan 
kinerja keberlanjutan 
Perusahaan” (PT Per
tamina EP, 2016: 62).

“Informasi yang tersaji pada 
Laporan Tahunan terinte
grasi ini antara lain meli
puti laporan kegiatan peru
sahaan, laporan keuangan, 
tata kelola perusahaan dan 
laporan keberlanjutan yang 
memuat kinerja Perseroan 
dalam konteks keberlanjut
an” (PT Elnusa, 2016: 4).

D i u n g k a p 
kan dalam SR 
Tahun 2018

“Selaras dengan komit
men kami melaporkan 
kinerja keberlanjutan PT 
TIMAH secara berkala, 
kami sampaikan Laporan 
Keberlanjutan PT TIMAH 
untuk periode tahun 2018 
yang berisi berbagai ini
siatif, program, dan ak
tivitas yang telah kami 
implementasikan sepan
jang tahun. Berdasar
kan arahan yang telah 
ditetapkan dalam strategi 
keberlanjutan PT TIMAH, 
Perseroan telah mengam
bil langkahlangkah guna 
memastikan keberlanjut
an usaha, lingkung
an, dan masyarakat” 
(PT Timah, 2018a: 44).

“Laporan Keberlanjutan 
Tahun 2018 (Laporan) 
Pertamina EP merupa
kan Laporan Keberlan
jutan yang dikeluarkan 
untuk menggambarkan 
kinerja keberlanju
tan Perusahaan untuk 
tahun buku yang ber
akhir pada 31 Desem
ber 2018” (PT Pertami
na EP, 2018a: 3536).

“Laporan ini disusun dengan 
mengadopsi dua pedoman 
pelaporan, yaitu GRI Stan
dards dan Peraturan OJK 
51/2017. Informasi yang 
tersaji pada laporan ini me
rupakan perpaduan kedua 
standar mengenai tata kelo
la dan kinerja Perseroan 
dalam konteks keberlanjut
an” (PT Elnusa, 2018a: 20).

144    Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 11, Nomor 1, April 2020, Hlm 138-158



menjaga keberlanjutan dalam SR berdasar
kan GRI ditegaskan ulang oleh PT Elnusa 
dalam AR tahun 2018 dan didukung oleh 
pemisahan pengungkapan tentang aktivi
tas tang gung jawab sosial  yang lebih detail 
terdapat pada laporan SR PT Elnusa dengan 
tujuan untuk memperkaya informasi serta 
pemaham an yang lebih mendalam bagi pe
mangku kepentingan. Berikut ini merupakan 
kutipan pernyataan dari PT Elnusa tentang 
komitmennya terhadap aspek keberlanjutan 
yang disampaikan dalam laporan IR tahun 
2017 dan AR tahun 2018:

  
“Selamat datang di Laporan Tahun-
an Terintegrasi 2017 PT Elnusa 
Tbk (selanjutnya dalam laporan ini 
disebut “Perseroan”). Laporan ini 
kami susun dengan mengikuti tiga 
pedoman, yaitu Peraturan OJK 
No.: 29/POJK.04/2016 tentang 
Laporan Tahunan Emiten atau 
Perusahaan Publik, serta Pera
turan OJK No. 51/POJK.03/2017 
tentang Penerapan Keuangan 
Berkelanjut an bagi Lembaga Jasa 
Keuangan, Emiten dan Perusa
haan Publik, dan Pedoman Lapo
ran Keberlanjutan GRI Standards. 
Namun, untuk membahas lebih de-
tail mengenai topik keberlanjutan, 
Perseroan menyajikannya secara 
terpisah dalam Laporan Keber-
lanjutan PT Elnusa” (PT Elnusa, 
2017b:7).

“Selamat membaca Laporan Ta-
hunan (“Laporan”) 2018 PT El-
nusa Tbk (“Perseroan”). Laporan 
ini menyajikan informasi dengan 
fokus pada tata kelola perusahaan 
serta analisis kinerja operasio nal 
dan keuangan Perseroan pada ta
hun pelaporan. Penyajian informa
si didasarkan atas Peraturan OJK 
Nomor 29/POJK.04/2016 menge
nai Laporan Tahunan Emi ten atau 
Perusahaan Publik. Informasi lain 
seperti tanggung jawab sosial pe
rusahaan, kami sajikan secara 
ringkas pada laporan ini. Infor
masi lebih mendalam, kami sa
jikan dalam laporan keberlanjut
an sesuai dengan Peraturan OJK 
Nomor 51/POJK.03/2017 tentang 
Penerapan Keuangan Berkelanjut
an bagi Lembaga Jasa Keuangan, 

Emiten dan Perusahaan Publik 
dan GRI Standards. Pemisahan 
laporan ini adalah untuk mem
berikan informasi yang lebih kaya 
sehingga diharapkan dapat mem
berikan nilai tambah bagi para pe
mangku kepentingan” (PT Elnusa, 
2018b:8).

Fenomena demikian menguatkan ke
raguan Flower (2015) yang mempertanya
kan tentang alasan IIRC selaku pihak yang 
memprakarsai IR tidak terlalu menekankan 
aspek keberlanjutan. Seperti yang terlihat 
pada Tabel 5, hasil kodifikasi elemen kon
ten, tepatnya kinerja menunjukkan bahwa 
pengungkapan IR tahun 2016 memperli
hatkan perhatian ketiga perusahaan ter
hadap aspek keberlanjutan ini. Namun, 
pengungkapan ini terlihat tidak secara de
tail mengungkapkan kinerja keberlanjutan. 
Hal tersebut dapat dimaklumi bahwa untuk 
menyajikan IR, perusahaan perlu menyam
paikan semua komponen wajib, sesuai pe
doman IIRF atau GRI dalam satu laporan 
sehingga perusahaan tidak memiliki ruang 
yang cukup untuk menyampaikan kinerja 
keberlanjutan secara komprehensif. Akan 
tetapi, bagi perusahaan, pengungkapan ki
nerja keberlanjutan merupakan media yang 
baik untuk meyakinkan pemangku kepen
tingan tentang pencapaian triple bottom line.  
Oleh karena itu, IR PT Elnusa tahun 2016 
secara eksplisit menyebutkan laporan ke
berlanjutan tercakup dalam IR dan memuat 
kinerja perusahaan sehubungan dengan ke
berlanjutan. Bahkan, setelah melepas mo
del pelaporan basis IR, PT Elnusa, dalam SR 
tahun 2018, menyebutkan bahwa informasi 
yang disampaikan dalam SR menganut per
paduan antara GRI dan POJK dalam konteks 
keberlanjutan. Kondisi ini tentu menambah 
keyakinan pengguna laporan keuangan bah
wa perusahaanperusahaan terus memper
baharui pola pelaporan korporatnya dalam 
memberikan ruang yang lebih luas untuk 
mengungkapkan aspek keberlanjutan teta
pi mereka tetap menggunakan daftar check-
list dari IR sebagai panduan pelaporannya. 
Singkatnya, perusahaanperusahaan tetap 
mengambil ‘ruh’ dari IR yang melekat pada 
pola dan struktur pelaporan sebelumnya da
lam rangka membangun SR yang lebih infor
matif dan komprehensif. 

Keengganan ketiga perusahaan un
tuk tetap menerapkan IR menunjukkan pe
laporan korporat berbasis IR tidak mampu 
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memuaskan kebutuhan informasi dari pe
mangku kepentingan mengenai aspek ke
berlanjutan. IR juga belum berfokus pada 
risiko keberlanjutan perusahaan (Dumay 
& Hossain, 2019) dan masih dipertanya
kan konsekuensi ekonomi akibat penerapan 
IR (Barth et al., 2017). Meskipun IR disi
nyalir sebagai pola pelaporan yang berkua
litas tinggi, perusahaan tidak mampu untuk 
mengeskpresikan semua cerita tentang as
pek keberlanjutannya dalam IR dan infor
masi yang disajikan terkesan terpencar ke 
berbagai subjudul demi memenuhi rerangka 
konseptual IR. Maka, Dosinta et al. (2018) se
cara tegas menyampaikan bahwa pe laporan 
berbasis IR di Indonesia lebih tepat bersifat 
alternatif atau voluntary dan tidak ditetap
kan sebagai mandatory. Praktik pelaporan 
korporat juga menunjukkan hal yang sena
da, yaitu PT Timah dan PT Elnusa mengam
bil sikap untuk menghentikan pe laporan IR 
pada tahun 2017 meskipun kedua perusa
haan ini terdaftar di lantai Bursa Efek In
donesia. Selain alasan IR yang  bersifat vol-
untary, kebermanfaatan pelaporan korporat 
sangat bergantung pada preferensi penggu
na (Riduwan & Andayani, 2019) sehingga 
proses pertukaran informasi antara perusa
haan dengan lingkungannya dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan.  

Peralihan yang nyata atau perubahan 
semu? Dipandang dari perubahan struktur 
dan budaya pelaporan, struktur dan pola 
pelaporan yang telah terbentuk sewaktu 
adopsi IR tidak akan lenyap secara tibati
ba pada saat perusahaan memutuskan un
tuk lepas dari IR. Halhal yang baik akan 
te rekam dalam sistem perusahaan sedang
kan yang kurang cocok dimodifikasi atau 
ditinggalkan.  Untuk memastikan adanya 
perubahan semu dalam pelaporan korporat, 
sebagai tahap kedua penelitian, penelitian 
ini melakukan analisis terhadap cakupan 
pelaporan yang terdapat dalam AR dan SR 
yang selaras dengan IIRF dan GRI berdasar
kan kodifikasi yang bersumber dari adap
tasi KPMG (2014). Hasil kodifikasi, yang di
ringkas dalam Gambar 1 menunjukkan ‘ruh’ 
dari IR yang telah melekat pelaporan tahun 
sebelumnya tetap terbawa ke dalam AR 
dan SR dengan penekanan pada aspek ke
berlanjutan. Sebagai contoh, PT Pertamina 
EP, yang mengadopsi pedoman POJK, IIRF, 
dan GRI G4, masih tetap menggunakan pe
domanpedoman ini dalam menyajikan pe
ngungkapannya saat beralih ke pelaporan 
AR dan SR. Begitu juga dengan PT Timah 
dan PT Elnusa, pengungkapan AR dan SR 
kedua perusahaan ini tetap berlandaskan 
pada acuan dari POJK dan GRI G4, seperti 

Gambar 1. Cakupan IIRF dan GRI dalam IR serta pada AR dan SR
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Risiko dan Kesempatan IIRF
Etika dan Integritas GRI
Hubungan pemangku kepentingan untuk elemen konten IIRF
Keterlibatan pemangku kepentingan GRI
Dasar Persiapan dan Penyajian IIRF
Outlook Kinerja IIRF
Kelengkapan IIRF
Reliabilitas IIRF
Dapat Dibandingkan dan Konsistensi IIRF
Konektivitas Informasi IIRF
Manajemen dan Kinerja sehubungan dengan Aspek Material GRI

Tata Kelola Perusahaan IIRF
Fokus Strategi dan Orientasi Masa Depan IIRF
Materialitas dan Ringkasan IIRF
Identifikasi Aspek dan Batasan Material GRI
Hubungan dengan pemangku kepentingan (Prinsip) IIRF
Informasi yang tersaji dari aspek Keberlanjutan GRI
Tingkat Materialitas GRI
Kelengkapan informasi GRI
Upaya melibatkan pemangku kepentingan GRI
Reliabilitas, Ketepatan Waktu, Akurasi, dan Seimbang GRI
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pada saat perusahaanperusahaan ini me
nerapkan IR. Namun, ruang pengungkapan 
untuk aspek keberlanjutan menjadi lebih 
luas karena perusahaan dapat menyajikan 
dua laporan yang terpisah, yaitu AR dan SR. 
Jadi, transisi demikian merupakan perubah
an semu karena proses transisi pola pelapor
an benarbenar terjadi tetapi esensi pelapor
an masih tetap sama dengan peluasan pada 
ruang pengungkapan saja.

Hasil kodifikasi prinsip pedoman te
patnya menjaga hubungan baik dengan 
pemangku kepentingan dari Liu et al. 
(2019) yang dirangkum dalam Tabel 6 juga 
menunjukkan perubahan fokus perhatian 
perusahaan, yang awalnya berfokus pada 
pemegang saham beralih ke pemangku 
kepentingan. Pada awal pengadopsian IR, 
cakupan pengungkapan Laporan Dewan Ko
misaris ditujukan kepada pemegang saham, 
sedangkan sejak tahun 2017 PT Timah, PT 
Pertamina EP, dan PT Elnusa memperluas 
penekanan hubungan perusahaan, yang se
belumnya hanya ditujukan kepada peme
gang saham juga memperluas penekanan 
kepada pemangku kepentingan. Hal terse
but memperkuat argumen Flower (2015) dan 
Thomson (2015) tentang penekanan IR pada 

pemegang saham, bukan pada pemangku 
kepentingan. Namun, Tabel 6 juga mengin
dikasikan terjadinya perubahan semu pe
laporan korporat. Secara jelas AR PT Timah 
dan PT Elnusa masih menaruh perhatian 
kepada pemegang saham dan memperluas 
cakupannya ke pemangku kepentingan se
hingga kedua frase ini dipakai bersamaan. 
Ini berarti ‘ruh’ yang melekat pada awal pe
ngadopsian IR dilanjutkan ke dalam AR de
ngan perluasan fokus komunikasi.

Pelajaran dari AR dan SR. Untuk 
dapat terus tumbuh, profitabilitas perusa
haan harus dijaga dan ditingkatkan karena 
in me rupakan tuntutan utama pemegang 
saham. Namun untuk mencapai pertum
buhan tersebut, tanggung jawab perusa
haan terhadap lingkungan yang member
ikan nilai tambah bagi semua pihak tetap 
harus mendapatkan perhatian khusus 
(Riduwan & Andayani, 2018). Selain itu, se
bagai human constructs, perusahaan harus 
menaruh perhatian khusus serta bertanggu
ng jawab kepada ma syarakat luas dan kepa
da pemangku kepen tingan atas pengelolaan 
lingkungan (Heniwati & Asni, 2019), karena 
lingkungan berperan penting tidak hanya 
bagi organisasi tetapi juga berdampak bagi 

Tabel 6. Pengungkapan Laporan Dewan Komisaris

Diungkapkan pada bagian Laporan Dewan Komisaris
PT Timah PT Pertamina EP PT Elnusa

Diungkapkan 
pada awal 
pengadopsian IR

“Pemegang Saham yang 
terhormat, adalah me
rupakan suatu ke
hormatan bagi Dewan 
Komisaris untuk me
laporkan capaian dan ki
nerja PT Timah (Persero) 
Tbk pada tahun 2010...” 
(PT Timah, 2010:15). 

“Pemegang saham yang 
terhormat, secara umum, 
kinerja Perusahaan ber
jalan cukup Stabil di 
tahun 2012...” (PT Per
tamina EP, 2012:35).

“Para Pemegang Saham 
yang terhormat, de ngan 
mengucap syukur Al
hamdulillah kepada Al
lah SWT, saya laporkan 
bahwa Perseroan berha
sil melalui tahun 2016...” 
(PT Elnusa, 2014:20).

Diungkapkan 
dalam AR tahun 
2018

“Pemegang Saham dan 
Pemangku Kepentingan 
yang Terhormat, puji dan 
syukur kami panjatkan 
kehadirat Tuhan Yang 
Maha Kuasa atas segala 
berkah dan nikmat yang 
telah dilimpahkanNya 
kepada kita semua se
hingga PT TIMAH Tbk 
dapat melalui tahun 2018 
yang penuh tan tangan 
dengan pencapaian ki
nerja yang lebih baik...” 
(PT Timah, 2018b:52).

“Pemangku Kepentingan 
yang terhormat, Dewan 
Komisaris me nyambut 
baik penerbitan Laporan 
Tahunan 2018 PT Per
tamina EP...”   (PT Per
tamina EP, 2018b:25)

“Pemegang Saham dan Pe-
mangku Kepentingan yang 
terhormat, Kami, Dewan 
Komisaris PT Elnusa Tbk 
melalui laporan ini den
gan segala kerendahan 
hati memanjatkan rasa 
syukur ke hadirat Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa atas segala limpah
an rahmat dan karunia
Nya. Sepanjang tahun 
2018 Perseroan mencatat 
kinerja yang baik...” 
(PT Elnusa, 2018b:25)
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perusahaan. Oleh karena itu, memperta
hankan Sumber Daya Alam (SDA) sudah se
layaknya dilakukan mengingat perusahaan 
telah mendapatkan (acquired) natural capi-
tal, baik yang diperbaharui maupun yang ti
dak dapat diperbaharui (Dosinta et al, 2018). 
Perusahaan yang telah menjaga SDA dapat 
mengungkapkan melalui pelaporan korpo
rat, di antaranya pada bagian Corporate So-
cial Responsibility (CSR) secara mandatory 
dalam AR atau mengungkapkan lebih detail 
mengenai topik keberlanjutan secara volun-
tary dalam SR.

Bagi perusahaan yang mendapatkan 
bahan baku dari alam atau memanfaatkan 
SDA, pengungkapan haruslah disajikan le
bih banyak dibandingkan dengan pengung
kapan dari industri lainnya. Hal ini dikare
nakan bahan baku yang diambil dari bawah 
permukaan tanah dengan cara ekstraksi 
diklaim sebagai pemicu kerusakan SDA, se

hingga perusahaan harus membuat SR agar 
pihak pemangku kepentingan tetap yakin 
dan percaya terhadap eksistensi perusa
haan. Penelitian Rangkuti et al. (2019) me
nemukan bahwa perusahaan lebih berfokus 
pada laba daripada aspek keberlanjutan. 
Padahal, Sitorus (2015, 2016) menyatakan 
seharusnya perusahaan mempertimbang
kan seberapa besar kontribusinya kepada 
masyarakat dalam kaitannya dengan suatu 
aktivitas perekonomian. Kontribusi peru
sahaan kepada masyarakat untuk menja
ga kelangsungan serta keberlanjutan SDA 
dapat diungkapkan pada SR. Dalam hal 
analisis industri, perusahaan industri se
jenis memiliki praktik pengungkapan yang 
sebagian besar serupa (Villiers et al., 2014). 
Oleh karena itu, tidak mengherankan pe
rusahaanperusahaan yang bersinggungan 
dengan SDA cenderung menggunakan SR 
untuk mengungkapkan kontribusi kepada 

Tabel 7. Prioritas Keberlanjutan dalam Laporan Keberlanjutan

Diungkapkan dalam SR pada bagian Tentang Laporan Ini
PT Timah PT Pertamina EP PT Elnusa

“Pada tahun buku 2017 PT TI
MAH Tbk kembali membuat 
Laporan Keberlanjutan (Sustain-
ability Report) setelah periode 
sebelumnya pada tahun buku 
2010 sampai dengan tahun 
buku 2016 Perseroan membuat 
laporan dalam bentuk Laporan 
Terintegrasi (Integrated Report). 
PT TIMAH Tbk berkomitmen un
tuk menjalankan bisnis dengan 
memperhatikan aspekaspek 
ekonomi, sosial, dan lingkung
an. Komitmen ini di sesuaikan 
pula dengan kepen tingan para 
pemangku kepen tingan yang 
telah diidentifikasi oleh Perusa
haan sebelumnya. Melalui pro
ses dan pendekatan khusus, di
harapkan hubungan dan proses 
transfer informasi serta aspirasi 
antara kedua belah pihak dapat 
dilaksanakan sebagaimana 
mestinya” (PT Timah, 2017:14).

“PT Pertamina EP (selanjutnya 
dalam Laporan Keberlanjutan 
2017 ini disebut “Pertamina 
EP”, “Kami”, Perusahaan”, atau 
“Perseroan”) mengusung tema 
“Creating Sustainable Corpora-
tion, Maintaining Stakeholders’ 
Trust”. Laporan ini merupakan 
laporan keberlanjutan perta
ma yang diterbitkan terpisah 
dari laporan tahunan di mana 
sebelumnya kami menerbitkan 
secara terintegrasi. Laporan ini 
menyajikan infomasi mengenai 
peran perusahaan dalam aspek 
ekonomi, lingkungan, dan so
sial. Laporan berkelanjutan ini 
adalah sarana transparansi atas 
pengungkapan kinerja keberlan
jutan Pertami na EP, sekaligus 
alat komunikasi manajemen 
kepada para pemangku kepen-
tingan untuk menunjukkan 
bahwa Pertamina EP telah mam
pu berpartisipasi dalam inisia
tif pembangunan berkelanjut
an” (PT Pertamina EP, 2017:9).

“Selamat datang di Laporan Ke
berlanjutan 2017 PT Elnusa Tbk 
(selanjutnya dalam laporan ini 
disebut “Perseroan”). Lapor an 
ini merupakan laporan pertama 
yang disusun dan akan disam
paikan secara tahunan. Un
tuk membahas lebih detail me
ngenai topik keberlanjutan dan 
sebagai nilai tambah bagi para 
pemangku kepentingan, Perse
roan menyajikannya secara ter
pisah. Laporan keberlanjutan 
ini mengacu pada dua pedoman 
yaitu dan Pedoman Laporan 
Keberlanjutan GRI Standards 
dan Peraturan OJK Nomor 51/
POJK.03/ 2017 tentang Pene
rapan Keuang an Berkelanjutan 
bagi Lembaga Jasa Keuangan, 
Emiten dan Perusahaan Pu
blik. Informasi yang tersaji pada 
laporan keberlanjutan ini me
liputi tata kelola perusahaan 
dan laporan kinerja Perseroan 
dalam konteks keberlanjutan. 
Perseroan mengikuti dua pe
doman dalam menyusun lapor
an tahunan keberlanjutan se
suai dengan standar informasi 
wajib yang harus disampaikan 
dalam masingmasing pe
doman” (PT Elnusa, 2017a:19).
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masyarakat dalam kaitannya dengan suatu 
aktivitas perekonomian, serta keberlanjutan 
SDA untuk keberlangsungan perusahaan. 
Studi RodríguezGutiérrez et al. (2019) me
nemukan bahwa kerangka kerja IIRC tidak 
memiliki potensi transformatif untuk men
jadi mandatory pelaporan korporat. Hal Itu 
terjadi karena perusahaan memiliki pilihan 
untuk mengungkapkan keberlanjutan da
lam SR. Di samping itu, SR telah dianggap 
sebagai alat untuk meningkatkan legitima
si dan reputasi dan dapat menunjukkan 
keterlibatan para pemangku kepentingan 
(Brusca et al., 2018). Hasil kodifikasi prinsip 
pedoman tepatnya menjaga hubungan baik 
dengan pemangku kepentingan dari Liu et 
al. (2019) seperti yang disajikan pada Tabel 
7, terlihat ketiga perusahaan menyajikan SR 
sebagai pengungkapan dalam konteks prio
ritas keberlanjutan serta menekankan pada 
pemangku kepentingan.

Memaknai karakteristik pelapor
an korporat dari konsep institusional. 
Keha diran sejumlah besar penyedia modal 
keuangan menyiratkan perlunya pengung
kapan sukarela tentang kemampuan keber
lanjutan untuk menghasilkan value creation.  
Manfaat yang dirasakan dari pengungkapan 
sukarela, mungkin bergantung pada kebu
tuhan yang dirasakan dalam memastikan le
gitimasi yang telah dilakukan, yang didorong 
oleh harapan para pemangku kepentingan, 
se perti kebutuhan untuk memastikan legiti
masi yang telah dilakukan dalam sektor yang 
peka terhadap lingkungan, maka melalui pe
ngungkapan pada kinerja lingkungan, para 
pemangku kepentingan memiliki minat yang 
kuat pada informasi tersebut. Hahn & Küh
nen (2013) menegaskan jika suatu perusa
haan perlu mengelola hubungan de ngan 
pemangku kepentingan, pengungkapan su
karela dapat berfungsi. Penekanan aspek 
keberlanjutan yang termasuk di dalamnya 
Environmental, Social and Governance (ESG) 
diungkapkan dalam SR, salah satu bentuk 
pengungkapan sukarela di Indonesia (Dosin
ta et al., 2018). Pengungkapan sukarela se
layaknya selaras dengan pengaturan dari 
institusi pada lingkungan operasional peru
sahaan. 

Tekanan institusional merupakan 
salah satu faktor yang berperan dalam peng
ungkapan voluntary pada pelaporan kor
porat khususnya pada negara berkembang 
(Zaini et al., 2018). Tekanan institusional 
juga berperan dalam pengadopsian pelapor
an bentuk baru yang dilakukan organisasi 

pada suatu perusahaan, seperti SR dan ben
tuk pelaporan lainnya. Teori institutional, 
yang beranggapan bahwa lingkungan kelem
bagaan dibentuk secara sosial (DiMaggio & 
Powell, 1983), telah muncul sebagai salah 
satu pendekatan konseptual yang digunakan 
dalam menganalisis dan memahami peru
bahan, dan dinamika antarperusahaan (Il
hanNas et al., 2015), yang telah digunakan 
untuk menjelaskan perubahan dalam prak
tik akuntansi dan untuk mengklarifikasi 
pengaruh praktik akuntansi pada perubah
an kelembagaan dan organisasi (Rambaree, 
2019). 

 Aggarwal & Jha (2019) mengemuka
kan bahwa New Intitutional Theory (NIT)  be
rupaya tidak hanya menjelaskan variasi dan 
kesamaan dari organisasiorganisasi yang 
terlibat dalam hal struktur dan perilakunya, 
tetapi tidak setuju dengan perspektif yang 
mengklaim organisasi dalam perkembang
annya hanyalah proses teknis guna mem
perbaiki efisiensi sebagai konsekuensi dari 
rasionalitas pihakpihak yang menjalankan 
organsasi tersebut. Fokus NTI terletak pada 
tekanan eksternal yang diberikan pada suatu 
organisasi yang telah membentuknya dan 
berpengaruh serta berdampak pada struk
tur dan cara untuk mengaturnya (DiMaggio 
& Powell, 1983) serta untuk mendapatkan 
pandangan bagaimana perubahan pelapor
an korporat berasal dari peran kelembagaan 
suatu perusahaan (Arroyo, 2012).

Kunci konsep dalam memahami teori 
institusional adalah isomorphism yang se
bagian besar telah digunakan untuk men
jelaskan homogenitas bentuk. Isomorphism 
merupakan proses adaptasi dari suatu or
ganisasi terhadap lingkungan institusio
nalnya. Karena organisasiorganisasi yang 
menghadapi karakteristik lingkungan yang 
sama akan memiliki bentuk yang seru
pa, kesesuaian antara organisasi dengan 
lingkungannya akan menentukan legitima
si dan kelangsungan hidupnya (Aggarwal & 
Jha, 2019). Alasan untuk homogenitas ini 
adalah perubahan isomorphism, yang memi
liki tiga bentuk utama, pertama coercive iso-
morphism, kedua mimetic isomorphism, serta 
ketiga normatif isomorphism. Pemahaman 
karakteristik, respon, proses, dan perubah
an pelaporan korporat dari tiga bentuk iso-
morphism yang dikembangkan dari DiMaggio 
& Powell (1983) disajikan pada Tabel 8.  

Konsep isomorphism berpotensi mem
bantu membingkai pemahaman tentang 
mengapa perusahaan yang melakukan 
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pendekatan pelaporan dalam bentuk IR 
atau tidak lagi dalam bentuk IR (Adams et 
al., 2016). Harapan spesifik suatu perusa
haan tidak terlepas dari harapan pemangku 
kepentingan yang diawali dengan pengung
kapan sukarela melalui mimetic isomorphism 
yang memiliki elemen konformitas di mana 
organisasi mengadopsi praktik kontempor
er untuk melegitimasi struktur, sistem, dan 
proses yang sepertinya tampak memegang 
kendali (Villiers & Alexander, 2014).  Kepu
tusan tentang adopsi, kuantitas dan kuali
tas pengungkapan sukarela akan menye
laraskan dalam seperangkat karakteristik 
isomorphism institusional (DiMaggio & Pow
ell, 1983; Hahn & Kühnen, 2013).

Di Indonesia kemampuan beradaptasi 
atau melakukan isomorphism dari perusa
haanperusahaan terhadap lingkungannya 
akan menentukan kelangsungan hidupnya 
(Aggarwal & Jha, 2019). Proses isomorphism 
bisa terjadi pada pelaporan korporat yang 
voluntary diakibatkan adanya adaptasi ser
ta perubahan dalam organisasi pada suatu 
perusahaan (IlhanNas et al., 2015). Seperti 
terlihat pada  Tabel 9, perusahaan melaku
kan benchmark terhadap perusahaan seje
nis atau perusahaan lainnya yang memiliki 
kesamaan dalam mendapatkan bahan baku 
yang berasal dari acquired (natural capital), 
sehingga ketiga perusahaan melakukan pe

rubahan penyusunan pelaporan korporat 
dari yang semula AR beralih ke IR kemudian 
beralih kembali ke AR dan SR. Dalam kon
teks visi perusahaan, PT Timah, PT Pertami
na EP dan PT Elnusa memiliki visi berjaya di 
tingkat internasional (Dosinta et al., 2018). 
Pada saat pemangku kepentingan mengeva
luasi untuk beralih ke IR, maka terjadi mi-
metic isomorphism, coercive isomorphism, 
dan normative isomorphism. Sementara itu, 
pada saat mengadopsi IR berdasarkan IIRF 
atau GRI G4, kemudian beralih ke AR ber
dasarkan POJK dan GRI G4 serta SR ber
dasarkan GRI G4 maka terjadinya normative 
isomorphism. Dengan demikian, perubahan 
pelaporan korporat ke AR dan SR melalui 
mimetic isomorphism, yang didukung hasil 
penelitian Rudyanto (2019) memaparkan 
bahwa mimetic isomorphism sebagai alasan 
dalam menyiapkan SR. 

Tekanan dari pemangku kepentingan 
yang ‘powerful’ (bagian dari coercive isomor-
phism) dihasilkan dari identifikasi praktik 
yang terbaik (bagian dari mimetic isomor-
phism), sehingga perusahaan melakukan 
perubahan pelaporan korporat untuk me
menuhi tekanan tersebut serta menginter
nalisasi normanorma yang berasal dari 
standardisasi (bagian dari normative  isomor-
phism). Namun, seiring berjalannya waktu, 
untuk memenuhi keinginan serta tuntut

Tabel 8. Mapping Karakteristik Pelaporan Korporat ke Konsep Institusional

Mimetic Isomorfism Coercive Isomorfism Normative Isomorfism
Karakteristik Tingginya tingkat ketidak

pastian serta mi nimnya
panduan dalam melakukan
perubahan pelaporan kor
porat

Kesamaan yang timbul
dari pengaruh politik
dan legitimasi 

Perusahaan dengan spe
sifikasi industri tertentu 
akan cenderung  meng
adopsi praktikpraktik
pelaporan korporat yang 
hampir sama

Respon Pengkopian dengan perusa
haan lain yang telah berhasil

Kesesuaian dengan tun
tutan

Kesesuaian dengan eks
pektasi

Proses Identifikasi praktik yang
terbaik

Tekanan dari pemangku 
kepentingan yang ‘power -
ful’ sehingga perusahaan 
melakukan perubahan
pe laporan korporat untuk
memenuhi tekanan terse
but

Perusahaan menginternal
isasi normanorma yang 
berasal dari profesional
isasi dan standardisasi.

Perubahan 
pelaporan 
korporat

Untuk mendapatkan ke
unggulan kompetitif, me
ningkatkan persepsi po
sitif dari pemangku kepen
tingan serta legi timasi
perusahaan

Untuk memenuhi keingin
an pemangku kepen
tingan yang ‘po werful’ 
serta meningkatkan le
gitimasi perusahaan

Untuk mengimplementa
sikan dan melembagakan

Sumber: DiMaggio & Powell (1983) dengan Modifikasi
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an pemangku kepentingan yang ‘powerful’ 
(bagian dari coercive isomorphism),  serta 
mendapatkan keunggulan kompetitif juga 
legitimasi (bagian dari mimetic isomorphism), 
perusahaan mengimplementasikan dan 
melembagakan perubahan pelaporan korpo
rat yang tertuang dalam AR dan SR (bagian 
dari normative  isomorphism). Dalam AR se
bagai pemenuhan mandatory pelaporan pe
rusahaan, sedangkan SR sebagai voluntary 
yang lebih detail dalam pelaporan informasi 
keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan 
yang tidak lagi menyajikan IR dapat mem
prioritaskan keberlanjutan yang lebih detil 
pada satu pelaporan dalam SR sebagai wu
jud menjaga keberlangsungan perusahaan 
yang berkelanjutan di masa depan, sehing
ga menggiring publik untuk melegitimasi 
strategi yang sudah dilakukan perusahaan.

Dalam konteks teori legitimasi, peng
ungkapan dalam praktik IR serta pelaporan 
korporat dapat menggiring publik untuk 
legitimasi, strategi yang sudah dilakukan, 
serta dalam konteks teori stakeholder, ter
dapat pengkajian ulang sebelumnya melalui 
ber bagai pertimbangan saran  pemangku 
kepentingan secara kontinu atas pelapor
an korporat. Namun, keeratan kedua teori 
tersebut juga dapat dijelaskan dari teori in
stitusional. Kemampuan adaptasi atau se
bagai isomorphism dari teori institusional 
berperan dalam melembagakan perubahan 
pelaporan korporat yang sebelumnya AR 
kemudian mengadopsi IR, dan selanjutnya 
memilih ke AR dan SR.

Pernyataan untuk memastikan legiti
masi untuk bertindak (bagian dari teori le
gitimasi), kemudian terkait dengan karak
teristik kelembagaan suatu negara tempat 
perusahaan beroperasional (bagian dari 
teori institusional) dan dapat dikelola se
cara proaktif melalui manajemen pemangku 
kepentingan (bagian dari teori stakehold-
er) (Baldini et al., 2018; Hahn & Kühnen, 
2013) dapat dilihat dari upaya perusahaan 
yang mengungkapkan keberlanjutan se
bagai prioritas yang diungkapkan dalam 
pelaporan korporat. Sebagai konsekuensin

ya, pelapor an korporat yang sebelumnya IR 
menunjukkan secara kontinu menghasil
kan value creation serta keberlanjutan, ter
dapat unsur memastikan legitimasi untuk 
tindakan yang dilakukan perusahaan, yang 
menyiratkan pengungkap an kepada pe
mangku kepenting an, selanjutnya kemam
puan adaptasi atau sebagai isomorphism 
dalam melembagakan perubahan pelaporan 
korporat untuk kelangsungan perusahaan. 
Dalam ekonomi politik terdapat kerangka 
sosial, politik, dan ekonomi yang berbaur 
dalam kehidupan masyarakat (Phiri et al., 
2019) sebagaimana, karena masalahma
salah ekonomi tidak dapat diurai  tanpa 
mempertimbangkan situasi politik dan so
sial, sedangkan kerangka institusio nal  be
rada dalam wilayah  aktivitas perekonomian. 
Sebagaimana dipaparkan  Calabrese et al. 
(2015), pelaporan korporat merupakan doku
men ekonomi, sosial, dan politik, yang oleh 
karena itu diperlukan sinopsis teori untuk 
menggambarkan keputusan pengungkap
an dalam pelaporan korporat. Sinopsis teori 
didapatkan setelah mendapatkan simpulan 
teori dari data, melakukan analisis konten 
berdasarkan kodifikasi yang dilakukan se
cara berulangulang (Covaleski et al., 2013), 
sesuai yang disarankan oleh Elliot (2016) 
sebagaimana tahap ketiga dalam penelitian 
ini. Dapat dikatakan bahwa dalam pene
litian ini menunjukkan terjadi anomali pe
laporan korporat di Indonesia yang bersifat 
semu dengan rerangka institusional.  Kon
sep institusional tidak hanya dalam IR, yang 
diantaranya dipaparkan Adams et al. (2016), 
Chariri (2019), dan Fuhrmann (2019), tetapi 
juga dapat terjadi pada pelaporan korporat 
yang tidak disajikan dalam IR. Karakteristik 
perusahaan dapat menyebabkan perbedaan 
keputusan dalam pengungkapan pelaporan 
korporat. Hal tersebut dikarenakan perbe
daan lingkungan institusional masingmas
ing perusahaan. Oleh karena itu, terjadinya 
perubahan pada pelaporan korporat yang 
voluntary dari proses isomorphism (IlhanNas 
et al., 2015) dalam IR beralih menuju AR 
yang mandatory dan SR yang voluntary. 

Tabel 9. Perubahan Pelaporan Korporat dengan Konsep Institusional

Isomorphism Pra IR Implementasi IR Pasca IR
Mimetic Isomorphism √ √ √
Coercive Isomorphism √ √ √
Normative Isomorphism √ √ √
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Politik penamaan dalam pelaporan 
korporat. Tulisan ini sependapat dengan 
Kamayanti (2017) dan Sitorus (2016) bah
wa penerimaan perubahan menuju sesuatu 
yang dianggap lebih sesuai merupakan se
suatu yang normal, sedangkan memperta
hankan kema panan kuasa tertentu merupa
kan sesuatu yang tidak normal (abnormal). 
Walau perubahan pelaporan korporat ben
tuk IR menuju AR dan SR sepertinya se suatu 
yang anomali, tulisan ini menunjukkan bah
wa ketiga perusahaan memprioritaskan ke
berlanjutan.

Ketika katakata berbicara serta di
ungkapkan, pelaporan korporat layaknya 
permainan politik dengan sarat kepenting
an. “Politics of naming” merupakan kalimat 
yang digunakan Irianto & Gaffikin (2006) 
dan Lauesen (2014) dimaknai sebagai sim
bolis dalam terjadinya perubahan pelaporan 
korporat yang merupakan dokumen sosial, 
politik, dan ekonomi. Terjadinya perubahan 
semu pelaporan korporat dapat dijelaskan 
tidak hanya melalui teori legitimasi dan teori 
stakeholder, tetapi juga teori institusional. 
Pada akhirnya, baik pemegang saham mau
pun pemangku kepentingan selaku pihak 
yang menjadi bagian dari ‘penguasa tertentu’ 
pada perusahaan, selayaknya menginginkan 
untuk bertahan dalam kelangsungan peru
sahaan yang salah satu upayanya mempri
oritaskan keberlanjutan. 

SIMPULAN
Keengganan perusahaan untuk tetap 

berada dalam bentuk IR menunjukkan pe
laporan korporat di Indonesia cenderung 
tidak menginginkan IR bersifat mandatory. 
Solusinya, dalam rangka memandu pola pe
laporan kembali ke AR dan SR, ketiga peru
sahaan masih menggunakan ‘ruh’ IR yang 
telah melekat pola pelaporan sebelumnya 
yang dapat dijelaskan oleh teori institusio
nal. Ini berarti bahwa perubahan yang ter
jadi hanya berupa perubahan semu yang 
timbul karena politik penamaan. Walau ke
tiga perusahaan telah berhasil dalam me
nerapkan IR dengan kurun waktu 47 ta
hun, tidak menjamin bahwa pengadopsian 
IR dapat dilakukan secara kontinu. Tere
fleksi dari hasil penelitian ini, implikasi bagi 
pemangku kepentingan beserta pemegang 
saham selaku ‘penguasa tertentu’ dalam pe
rusahaan adalah bahwa mereka selayaknya 
menekan pihak perusahaan untuk menjaga 
keberlangsungan perusahaan di masa de
pan, yang salah satu upayanya diwujudkan 

dengan memprioritaskan keberlanjutan. 
Karena ‘true value’ yang bukan ‘barang baru’ 
bukanlah katakata yang tersusun diakibat
kan oleh adanya permainan penguasa, me
lainkan suatu usulan dari IIRC agar value 
creation yang merupakan esensi IR menjadi 
lebih mudah dipahami. 

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari 
keterbatasan yang melekat pada penggunaan 
metodologi analisis konten yang merupa
kan metode analisis utama dalam penelitian 
ini. Selama ini peneliti analisis konten sela
lu mengantisipasi potensi kesalahan yang 
timbul akibat perbedaan keputusan dalam 
kodifikasi, konsistensi kategori hasil dan 
keakuratan analisis sehingga kedua peneli
ti berupaya untuk mengurangi keterbatasan 
ini lewat metode triangulasi dan berupaya 
untuk memastikan konsistensi hasil anali
sis yang lebih tinggi dengan melibatkan ana
lis independen. Selain itu, ruang penafsiran 
penelitian ini hanya terbatas pada penggu
naan kodifikasi analisis konten yang dipilih 
oleh peneliti yang memungkinkan timbulnya 
kesalahan dan memperlebar subjektivitas. 
Mengingat keterbatasan penelitian ini, agen
da penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
dengan menggunakan kategori dan kodifika
si yang dikembangkan oleh peneliti lainnya 
sebagai pembanding atau mengembangkan 
kodifikasi analisis konten yang baru dalam 
rangka membaca pengungkapan IR, AR, dan 
SR lebih akurat.

Perlu disampaikan pula bahwa pe
nelitian ini tidak melakukan konfirmasi 
langsung ke pihak perusahaan studi kasus 
sehingga penafsiran yang diberikan mur
ni berasal dari hasil penjaringan data pe
laporan korporat. Maka, disarankan kepada 
peneliti selanjutnya untuk mengagendakan 
hal ini. Dengan demikian, hal ini akan mem
perkaya pemahaman masyarakat mengenai 
proses transformasi pelaporan korporat yang 
sedang terjadi di Indonesia. Pada akhir nya 
penelitian mendatang disarankan untuk 
mempertimbangkan pelaporan korporat pe
rusahaan yang mengalami anomali IR di luar 
sektor pertambangan dengan menggunakan 
metode dan cara penjaringan data yang ber
beda serta mempertimbangkan faktor risiko 
keberlanjutan perusahaan dan konsekuensi 
ekonomi akibat penerapan IR.  
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